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P E N E T A P A N

Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Fahmi  Djamaluddin,  umur  43  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Pegawai Non PNS Bawaslu, bertempat tinggal

di  Kelurahan  Kampung  Pisang,  RT.008/RW.004,

Kecamatan  Kota  Ternate  Tengah,Kota  Ternate,  sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon dengan  surat  permohonannya

tertanggal  25  November  2019  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Ternate  pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

144/Pdt.P/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang

wanita bernama  Yurni Alimudin Hi.  Kandji pada  tanggal 25 Februari

2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 80 / 44 / II / 2006;  

2. Bahwa semasa pernikahan,  Pemohon dan istri  berkumpul layaknya

suami istri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama: 

 Syahafi Tauhid Fitrah  (Laki - laki), lahir di Ternate, 25

Oktober 2006, umur 13 Tahun;  
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 Queen Hadidjah  Aquilani  (Laki  -  laki),  lahir  di  Ternate,  04 

Oktober 2011, umur 8 Tahun;  

 Syareefa Qayyisa Muharrami  (Perempuan),  lahir  di  Ternate,

26 Oktober 2016, umur  3 Tahun;  

3. Bahwa Pemohon di dorong motifasi untuk membantu kepada keluarga

lainnya  untuk  memelihara  anak  yang  bernama  Muhammad  Rasya

Agung Saputra,  lahir di Ternate, 31 Maret 2006 berumur 13 Tahun dari

pasangan suami istri  yang bernama  A. Rahim Hi. Syafar dan  Almha.

Rosa Miryati Potja;  

4. Bahwa  ibu  Kandung  Muhammad  Rasya  Agung  Saputra  yang

bernama Almha. Rosa Miryati Potja  telah meninggal dunia di Ternate

pada tanggal 23 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 8271-

KM-28062012-0005 tertanggal 28 Juni 2012;  

5. Bahwa  sepeninggalnya  Almha. Rosa  Miryati  Potja  ayah  kandung

anak tersebut tidak lagi sanggup menjaga dan memeliharanya. Sehingga,

orang  tua  kandung  dalam  hal  ini  ayah  kandung  dari  anak  tersebut

menyerahkan anak kepada Pemohon untuk di pelihara berdasarkan surat

pernyataan penyerahan Wali pada tanggal 16 November 2019;  

6. Bahwa anak Muhammad Rasya Agung Saputra (Laki - laki), lahir di

Ternate, 31 Maret 2006 berumur 13 Tahun belum dapat dianggap cakap

bertindak di depan hukum sehingga perlu ditetapkan melalui Penetapan

Perwalian melalui Pengadilan;  

7. Bahwa  permohonan  ini  dibuat  dengan  maksud  mengurus

penandatangan kepentingan pensiunan milik Almha. Rosa Miryati Potja

di PT Taspen;  

8. Bahwa maksud kepengurusan hak - hak Almha. Rosa Miryati Potja

di PT Taspen ialah untuk kepentingan anak Muhammad Rasya Agung

Saputra;  

9. Bahwa  selama  dalam  pemeliharaan/pengasuhan  Pemohon,  anak

tersebut hidup sejahterah lahir batin dan tidak ada pihak lain, baik para
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keluarga  serta  pihak  ketiga  yang  mengganggu  gugat  pemeliharaan/

pengasuhan tersebut;  

10.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  

2. Menetapkan Pemohon  Fahmi Djamaluddin sebagai wali dari

anak  yang  bernama  Muhammad  Rasya  Agung  Saputra  (Laki  â€“

laki), lahir di Ternate, 31 Maret 2006 berumur 13 Tahun;  

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;  

  
SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat  lain,  mohon kiranya memberikan putusan

yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  Pemohon telah hadir

sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Foto  copy Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  atas  Fahmi  Jamaluddin

yang  dikeluarkan  oleh  Kota  Ternate,  13  Agustus  2015.  Bukti  surat

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  dibubuhi  tanggal  dan

diparaf serta diberi tanda P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 82/44/II/2006 yang dikeluarkan

oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Ternate  Selatan,  Kota
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Ternate.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  materai  cukup  dan  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2.;

3.  Foto copy Akte  Cerai  Nomor 169/AC/2007/PA.Tte  yang dikeluarkan

oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, tanggal 27 September  2007.

Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  materai  cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi

tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3.;

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Rosa Miryati Potja, S.Sos

Nomor  8271-KM-28062012-0005  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat

Pencatatan  sipil  Kota  Ternate,  tanggal  28  Juni  2012.   Bukti  surat

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  dibubuhi  tanggal  dan

diparaf serta diberi tanda P.4.;

5. Foto  copy  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Ternate  nomor

18/Pdt.P/2014/PN.Tte, tanggal 20 Meiri 2014. Bukti surat tersebut telah

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi

tanda P.5.;

6.  Foto  copy  Kutipan  Akta  Kematian  atas  nama Ratna  Tamher  Nomor

8271-KM-11092019-0005  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  Pencatatan

sipil  Kota  Ternate,  tanggal  11  September  Juni  2019.   Bukti  surat

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  dibubuhi  tanggal  dan

diparaf serta diberi tanda P.6.;

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rasya Agug

Saputra Nomor 25/IST/CS/KT/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Kependudukan  Kota  Ternaten,  tanggal  8  Januari  2008.   Bukti  surat

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  dibubuhi  tanggal  dan

diparaf serta diberi tanda P.7.;
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8. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Wali Asuh Anak yang dibuat dan

ditandatangani oleh A. Rahim Hi. Syafar (orangtua Muhammad Rasya

Agung Saputra), lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf

serta diberi tanda P.8.;

9.  Asli  Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Menjadi  Orangtua  /Wali  yang

dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Fahmi  Djamaluddin   (calon  wali/

orangtua Muhammad Rasya Agung Saputra) tertanggal 21 Nopember

2019, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi

tanda P.9.;

10.  Asli  Surat  Keterangan Penghasilan yang dibuat  dan ditandatangani

olehKasubag Administrasi  Bawaslu Peopinsi Maluku Utara, tertanggal

21 Nopember 2019, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf

serta diberi tanda P.10.;

11. Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama Rosa Miryati Potja,

S.  Sos..  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  materai  cukup  dan  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, 

Nuria  Gelamona,  umur  49  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kelurahan  Tanah

Tinggi, RT. 03/ RW. 01, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

Bahwa saksi kenal  dengan Pemohon karena saksi  adalah tetangga

Pemohon sejak 10 tahun lalu ;

Bahwa saksi kenal dengan Yurni Alimuddin Hi.Kandji ;

Bahwa  hubungan  Pemohon  dan  Trianda   adalah  suami  istri  yang

menikah pada tahun 2006.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Yurni Alimuddin Hi.Kandji sudah dikaruniai 3

(tiga) orang anak ;.

Bahwa saksi kenal dengan Rosa Miryati dan Ratna Tamher sebagai

saudara kandung ;

Bahwa  Rosa  Miryati  menikah  dengan  A.  Rahim.  H.  Syafar  dan

memiliki  seorang  anak   yang  bernama  Muhammad  Rasya  Agung

Saputra ;

Bahwa  Rosa  Miryati  telah  meninggal  dunia,  dan  setelah  wafatnya,

Muhammad Rasya diasuh oleh Ratna Tamher,  tapi  kemudian Ratna

pun meninggal dunia ;

Bahwa  sebelum  Rosa  Miryati  meninggal,  pernah  berpesan  agar

Pemohon bisa mengasuh anaknya anak  yang bernama Muhammad

Rasya Agung Saputra ;

Bahwa  sekarang  anak  Rosa  tersebut  diasuh  dan  dipelihara  oleh

Pemohon sesuai pesan ibunya ;

Bahwa  keadaan  anak   yang  bernama  Muhammad  Rasya  Agung

Saputra dalam keadaan sehat.

Bahwa  Pemohon  mampu  mengurus  anak  tersebut  dengan  penuh

perhatian dan kasih sayang.

Bahwa  sejauh  ini  saksi  tidak  pernah  melihat  dan  tidak  pernah

mendengar berita  bahwa Pemohon berprikalu  buruk,  atau Pemohon

bukan seorang pemboros, bukan pemabuk dan kelakuan buruk lainnya

-   Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini  untuk

minta ditetapkan  sebagai wali dari anak yang bernama  Muhammad

Rasya Agung Saputra guna mengurus Taspen ibu anak tersebut ; 

Saksi 2, 

Nurhayati  Tan,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kelurahan  Tanah

Tinggi, RT. 012/ RW. 003, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate,

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :
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...

Bahwa selanjutnya  Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun

lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Perwalian adalah  bahwa  Pemohon telah  menikah  dengan  seorang

bernama ...  dan ...  ...,  namun ...  telah meninggal  dunia,  sehingga  anak /

anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena

anak  /  anak-anak tersebut  masih  dibawah  umur  (belum  cakap  untuk

melakukan  perbuatan  hukum),  maka  Pemohon memandang  perlu

mengajukan  permohonan  penetapan  perwalian  atas  anak  /  anak-anak

tersebut, khususnya untuk ...;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti  surat yaitu P.1 sampai dengan  P.4

yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat

yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

(nazegelen)  dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti-bukti  tersebut  relevan

dengan  dalil-dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh  Perwalian,  maka  alat-alat

bukti  tersebut telah memenuhi  syarat formil  dan materil  dan sebagai  akta

autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu

Keluarga atas nama ... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu

rumah tangga sedangkan ... sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan

terbukti  bahwa  Pemohon dengan  ... selama  ini  telah  diakui  secara
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administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah

tangga di mana ... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah

tangga, sedangkan ... adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2 yang  berupa  fotokopi

Kutipan Akta Nikah atas nama ... sebagai suami dan Pemohon sebagai istri,

maka  harus dinyatakan terbukti  bahwa ...  dengan Pemohon adalah suami

istri  sah,  menikah  pada  tanggal  7  Oktober  1995,  hal  tersebut  sesuai

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3 yang  berupa  fotokopi

Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..., lahir pada tanggal ..... dari pasangan

suami istri ... dengan Fahmi Djamaluddin (Pemohon), maka harus dinyatakan

terbukti  bahwa  ...  adalah  anak  kandung  Pemohon  dengan  ...  dan  anak

tersebut saat ini telah berusia kurang lebih ....;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.4 yang  berupa  Asli  Surat

Kematian yang menerangkan bahwa ... telah meninggal dunia pada hari ...

tanggal ... di ... karena ...,  maka  harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah

meninggal dunia pada tanggal ... di ... karena ...;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  Nuria  Gelamona dan  Nurhayati  Tan,  keduanya  telah  memberikan

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

keterangan kedua saksi  secara materil  saling bersesuaian satu sama lain

dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon,  bukti-bukti

surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:
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 Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas

anak bernama ...;

 Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ...;

 Bahwa   suami  Pemohon  tersebut  telah  meninggal  dunia  pada

tanggal ... di ... karena ...;

 Bahwa  setelah  suami  Pemohon  meninggal  dunia,  anak  tersebut

berada di bawah pengasuhan Pemohon;

 Bahwa  selama  dalam  pengasuhan  Pemohon  anak  tersebut  tetap

terurus dengan baik;

 Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama

dalam pengasuhan Pemohon;

 Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah

untuk ...;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dan

dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  50.  51  dan  53  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974 Jo.  Pasal  107,  109 Kompilasi  Hukum Islam,  maka

permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  ditetapkannya  Pemohon  sebagai  Wali

atas ..., maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan  anak / anak-

anak tersebut  sampai  anak  /  anak-anak dewasa/mandiri,  beralih  kepada

Pemohon sebagai  walinya,  semata-mata  untuk  kepentingan  anak /  anak-

anak tersebut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

                                                                      M E N E T A P K A N
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1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

2.  Menetapkan Fahmi Djamaluddin sebagai  wali  dari  anak yang bernama

Muhammad Rasya Agung Saputra yang masih berada di bawah umur; 

3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah RP.

181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian  ditetapkan  dalam musyawarah  Majelis  Hakim Pengadilan

Agama  Ternate  pada  hari  Rabu  tanggal  18  Desember  2019  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  20  Rabiul  Akhir  1441  Hijriah  oleh  kami  Drs.

HASBI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI

KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan

didampingi  oleh  RUGAYA  ALKATIRI,  S.H  sebagai  Panitera  Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota 

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI.,

M.H

Ketua Majelis,

Drs. HASBI, M.H

Panitera Pengganti,

RUGAYA ALKATIRI, S.H
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Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 75.000,00

-  Redaksi : Rp 5.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.
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